BAB IV
KESIMPULAN

Dari penelitian yang sudah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya,

dapat ditarik beberapa poin kesimpulan, antara lain:

A. Dalam hukum hak asasi manusia (HAM) internasional dikenal hak
yang berlaku umum, universal, dan bersifat jus cogens atau
peremptory norms. Secara teoritis, negara sebagai subjek utama
dalam hukum HAM wajib melindungi HAM dari rakyat di dalam
wilayahnya, terutama HAM yang bersifat jus cogens. Akan tetapi
pada kenyataannya, masih terdapat negara yang gagal memenuhi
atau mengabaikan kewajibannya tersebut, atau bahkan menjadi
pelanggar (violator) sehingga para rakyatnya menjadi korban

pelanggaran HAM berat.

B. Perlindungan terhadap jus cogens berfungsi melindungi nilai-nilai
umum yang paling mendasar (fundamental common values) yang
sangat penting bagi keamanan seluruh masyarakat internasional.
Sehingga pelanggaran terhadapnya akan mengganggu keamanan
internasional. Maka, dalam kondisi ketika suatu negara gagal
memenuhi tanggung jawab untuk melindungi HAM yang bersifat
jus cogens, baik karena kurangnya kemampuan atau kurangnya
kemauan dari negara yang bersangkutan, tanggung jawab untuk
melindungi tersebut beralih ke masyarakat internasional yang lebih
luas melalui konsep Responsibility to Protect (R2P). R2P
merupakan sebuah konsep yang menyatakan bahwa kedaulatan
(sovereignty) tidak hanya memberi Negara hak untuk
mengendalikan atau mengontrol urusannya sendiri, namun di
samping itu kedaulatan juga membebankan tanggung jawab
(responsibility) kepada negara untuk melindungi (to protect) hak

asasi manusia (HAM) yang fundamental dari rakyat di dalam
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perbatasannya. Kemudian apabila sebuah Negara gagal melindungi
rakyatnya, terutama dari kejahatan genosida, kejahatan terhadap
kemanusiaan, kejahatan perang, dan/atau kejahatan etnis, baik
karena kurangnya kemampuan atau kurangnya kemauan dari
negara yang bersangkutan, tanggung jawab untuk melindungi
(responsibility to protect) tersebut beralih ke masyarakat
internasional yang lebih luas untuk mengambil tindakan kolektif,
tepat waktu, dan melalui Dewan Keamanan PBB, sesuai dengan
Piagam PBB, termasuk Bab VII. Di sini lah korelasi antara
pelanggaran HAM berat dan tanggung jawab masyarakat
internasional muncul. Tanggung jawab ini beralih ke masyarakat
internasional dikarenakan HAM vyang dilanggar ialah HAM yang
bersifat jus cogens, khususnya: kejahatan genosida, kejahatan

terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan pembersihan etnis.

. Apabila Dewan Keamanan secara tegas menolak proposal untuk
mengambil tindakan tersebut, atau Dewan Kemanan gagal
menangani proposal semacam itu dalam waktu yang wajar, cara
alternatif untuk memberlakukan tanggung jawab untuk melindungi
tidak mungkin dapat sepenuhnya diabaikan. Maka dari itu terdapat
2 (dua) pilihan dalam situasi ini, antara lain:

1) Majelis Umum PBB; yaitu melalui pertemuan Majelis Umum
dalam Sidang Khusus Darurat dengan prosedur "Uniting for

Peace"

2) Organisasi Regional (Negara Tetangga); vyaitu melalui
intervensi kolektif yang dilakukan oleh organisasi regional atau
sub-regional yang bertindak dalam batas-batas yang menentukan

(defining boundaries).
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